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WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 28.A TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 15
TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan teknls dalam
pengelolaan dan pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Soslal
dan Bantuan Keuangan periu dilakukan penyempurmnaan terhadap
Peraturan Walikota Padang Nomaor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan
Bantuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
diatas, peru menetapkan Peraturan Walikota Padang Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subslidi, Hibah,
Bantuan Soslal Dan Bantuan Keuangan.

Undang-Undang Nomor S Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomar 20 );

Undang-Undang MNomar & Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun
1974 Mormoar 53, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor -
3039});

Undang-Undang Momor B8 Tahun 1985 tenmtang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Normor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Noror
3298);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahup 2003 tenteng Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomar 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
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Menetapkan

10,

11.

12.

13.

14,

15,

16.

17,

18.

19,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaren Negara
Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
£9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang { Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Namor 3164 );

Peraturan Pemerinigh Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Qrganisasi Kemasyakatan
( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 3331 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomar
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelofaan Keuvangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomaor 13 Tahun 2606
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 kentang Taba
Naskah Dinas DI Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelalaan Keuangan Daerah { Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2008 Namor 01 );

Peraturan Walikota Padang Momor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberjan dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sasial Dan
Bantuan Keuangan.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN 505IAL NAN BANTUAN KEUANGAN.
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Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5) Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Soslal dan Bantuan

Keuangan {Berita Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 15) dihapus, sehingga  pasal 20

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Hibah dalam bentuk vang kepada instansl vertikal dan organisasi semi pemerintah
dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk
laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti fainnya yang sah sesuai dengan naskah
perjanjlan hibah,

(2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerntah dan  masyarakat
dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk bukti tanda terima uang dan
laporan realisasi penggunaan dana sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

(3} Hibah dalam bertuk barang dipertanggungjawabkan aleh penerima hibah berdasarkan berita
acara serah terima barang dan penggunaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan
naskah perjanjian hibah.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada PPKD selambat-lambatnya 15 hari setelah kegiatan selesai,

| Pasal IX
Peraturan Wallkota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kot padang.

Ditetapkan dI Padang
pada tanggal 45 PERWLEF 2010
A.n. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA
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HYELDI

Diundangkan dl Padang

pada tanggal 4§ [lzmber 2010
SEKRETARIS DAFRAH KOTA PADANG

EMZALM

AERAH KOTA PADANG TAHUN 2010 NOMOR 23.4



